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ABSTRAK 
 
Nelson Sirenden (B111 13 016) Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan 
Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus di Kabupaten 
Sidrap Tahun 2013-2016), di bawah bimbingan Bapak Andi Muhammad 
Sofyan sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Azisa sebagai pembimbing II.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi 
penyebab seseorang melakukannya kejahatan penipuan dengan modus 
undian berhadiah serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi 
kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah di Kabupaten Sidrap. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidrap dengan menggunakan 
pendekatan kriminologis dan bersifat analisis dekskriptif, melalui teknik 
analisis secara kualitatif dan kuantitatif terhadap data primer dan data 
sekunder yang mendukung pelaksanaan terhadap masalah yang diteliti.  
 Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor yang menjadi 
penyebab seseorang melakukan kejahatan penipuan dengan modus 
undian berhadiah adalah, yaitu : (1). Faktor ekomoni sebagai faktor yang 
paling dominan. (2). Faktor lingkungan. (3). Faktor pendidikan. (4). Faktor 
sosial budaya. Sementara upaya penanggulangan terjadinya kejahatan 
penipuan dengan modus undian berhadiah di Kabupaten Sidrap, yaitu: (1). 
Upaya pr-emtif, dengan melaksanakan Himbauan dari pihak yang 
berwenang mengenai sanksi hukum apabila ada seseorang yang 
melakukan kejahatan penipuan, melakukan siraman rohani kepada warga 
masyarakat. (2). Upaya preventif, yaitu dengan melaksanakan kegiatan 
penyuluhan kepada masyarakat, pembinaan generasi muda dan 
memberikan himbauan melalui media. (3). Upaya represif, yaitu ini berupa 
sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku penipuan untuk 
memberikan efek jera.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan 
dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas 
hukum (rechtaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). 
Setiap tindakan pemerintah dan lemabag-lembaga didalamnya termasuk 
warga masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sehubungan 
dengan hal tersebut, agar tercapai keadilan.  
Kejahatan yang terdapat di masyarakat menunjukkan peningkatan 
setiap tahunnya baik dari jumlah kasus yang terjadi dan dilihat dari jumlah 
kerugian negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi 
masyarakat yang beragam macamnya dan berbagai macam modus 
operandinya tergantung tingkat kebutuhan pelaku terhadap korbannya.  
Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam 
kehidupan masyarakat adalah masalah tentang kejahatan dalam bentuk 
penipuan. Persoalan kejahatan dalam bentuk penipuan yang dijumpai di 
masyarakat telah menampilkan berbagai bentuk penipuan mulai penipuan 
kecil-kecilan sampai dengan penipuan berskala besar.  
Penipuan berskala kecil jika dilihat lebih jauh dapat dikatakan setiap 
saat terjadi dan tiap orang pernah mengalaminya namun tidak menyadari 
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serta tidak mengetahui bahwa sebesar atau sekecil apapun perbuatan 
penipuan itu memiliki sanksi hukum yang ketat. Misalnya itu terjadi 
kalangan ibu rumah tangga yang melakukan transaksi jual beli di pasar, 
ibu tersebut tidak mengetahui bahwa timbangan penjual tersebut sudah di 
kurangi takarannya.  
Tindak pidana dalam bentuk penipuan yang terjadi diakibatkan 
karena tingkat kehidupan yang semakin tinggi, sehingga sebagian orang 
menempuh jalan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan orang 
lain untuk mendapatkan keuntungan selain itu tingkat ekonomi dan 
pendidikan yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan sosial 
antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dimana perbedaan 
inilah yang memicu sebagian dari masyarakat untuk berpikir secara efisien 
dan praktis demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan tindak pidana 
dalam bentuk penipuan oleh sebagian orang telah dijadikan pekerjaan 
sehari-hari dengan memanfaatkan orang-orang yang ingin memperoleh 
kemudahan dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa dirinya terjebak 
dalam penipuan.  
Berbagai jebakan yang disiapkan oleh pelaku penipuan kadang kala 
membuat korban merasa terbuai sehingga semakin mempermudah pelaku 
penipuan semakin bebas untuk menjalankan aksinya. Aksi pelaku 
penipuan biasanya mencari korban dari kalangan orang yang berkantong 
tebal tetapi tidak ditunjang dengan pengetahuan yang memadai. Namun 
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kejahatan dalam bentuk penipuan dapat dialami oleh siapa saja, dimana 
pun dan dalam keadaan apapun.  
Penipuan yang terjadi di masyarakat dewasa ini biasanya dilakukan 
oleh orang-orang yang telah dikenal oleh para korban dan tidak menutup 
kemungkinan para pelaku penipuan berasal dari keluarga korban sendiri, 
maupun dari teman dekat korban sehingga pelaku dapat mendapatkan 
kepercayaan dengan mudah.  
Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang efisien dan praktis tersebut, 
seringkali seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan 
dengan hukum atau biasanya disebut wederrechtelijk, yang menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana adalah yang menunjukkan sifat tidak sah 
suatu maksud yang dilakukan oleh seseorang demi mendapatkan 
keuntungan yang lebih banyak demi kelangsungan hidupnya, cara yang 
wederrchtlijk  itu antara lain melakukan tindak pidana penipuan yang sudah 
sering didengar dan ditemukan didalam kehidupan sehari-hari, dimana 
tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat 
golongan menengah kebawah melainkan seringkali oleh anggota 
masyarakat menengah keatas yang dimana diantaranya terdapat kaum 
penguasa atau para pejabat yang seharusnya memberikan contoh yang 
baik bagi masyarakat tetapi justru ikut ambil bagian dalam melakukan 
tindak pidana penipuan.  
Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu 
sendiri, objeknya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri. Cabang 
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ilmu ini dapat dikatakan cabang ilmu yang relative tua dibanding dengan 
cabang ilmu lainnya seperti, viktimologi dan sosiologi.1 
 Salah satu perilaku atau tindakan  yang tercela dan tidak sesuai 
dengan hukum yang berlaku adalah penipuan. Pengertian dari penipuan 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata dasar 
penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur 
(bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, 
mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, 
perbuatan, atau cara menipu.2 
Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tercela seperti 
penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit 
untuk dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh si penipu hanyalah dengan 
menyakinkan korban dengan kata-kata bohong agar korban mengikuti apa 
kata dan keinginan si pelaku penipuan.  
Di dalam  KUHP tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV BUKU II 
dan Pasal 378 sampai Pasal 395. Pasal 378 KUHP yang berbunyi :3 
 
Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu 
atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 
sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun 
menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun.  
                                                          
1 http://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi diakses pada tanggal 22 november 2016 pukul 
20.00 wita 
2  Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm.952  
3  Lihat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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 Menurut Ketentuan Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur-
unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan 
(orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, 
memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan 
dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu 
muslihat dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah 
unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.  
Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang baru 
dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan 
pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan dari 
suatu delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang 
berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan 
melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut 
merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah polisi mengadakan 
penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan 
tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan menjadi 
proses penyidikan. Pada tahun 2013 tingkat kasus kejahatan penipuan 
yang terjadi dan dilaporkan oleh korban sebanyak 106 kasus dengan 
berbagai modus yang digunakan. 
Berdasarkan uraian diatas penulis kemudian tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul ‘Tinjauan Kriminologis Terhadap 
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Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus di 
Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2016). 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan 
diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah 
sebagai berikut : 
1. Faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan 
dengan modus undian berhadiah di Kabupaten Sidrap? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum terhadap kejahatan penipuan dengan modus undian 
berhadiah? 
C.  Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah. 
2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk 
menanggulangi terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian 
berhadiah. 
D.   Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya 
kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah. 
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2. Dapat menjadi masukan bagi aparat kepolisian untuk mengurangi 
jumlah terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian 
berhadiah. 
3. Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang 
berkepentingan dalam mengetahui masalah penipuan dengan modus 
undian berhadiah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi  
Istilah Kriminologi ditemukan oleh P.Topinard Seorang ahli 
antropologi asal Prancis, secara harfiah berasal dari kata “crime” yang 
berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, 
Maka kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan 
penjahat4. 
  Beberapa sarjana terkemuka memberikan difinisi kriminologi sebagai 
berikut5:  
1. Edwin H. Sutherland : Criminology is the body of 
knowledge regarding delinquency and crime as social 
phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan 
yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai 
gejala sosial).  
2. W.A. Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.  
3. J.Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-
musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.  
                                                          
4 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.   
5  A.S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Refleksi. Makassar. 
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4. WME. Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang 
tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.  
 
 Melalui definisi W.A. Bonger membagi kriminologi menjadi 
kriminologi murni yang mencakup6 : 
a. Antropologi Kriminal  
Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). 
Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang 
orang jahat, bagaimana tanda-tanda yang terdapat dalam tubuh? 
Apakah antara kejahatan dan suku bangsa mempunyai hubungan. 
Ilmu pengetahuan ini juga mempelajari tanda-tanda fisik yang 
menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya : menurut 
Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya 
panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, 
dahinya mencong dan seterusnya.  
b. Sosisologi Kriminal 
Adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat. Pokok permasalahan yang di bahas dalam ilmu 
pengetahuan ini batasan dimana sebab-sebab kejahatan dalam 
masyarakat. 
 
                                                          
6 Ibid. hal 4-7.  
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c. Psikologi Kriminal  
 Merupakan Ilmu Pengetahuan tentang penjahat dari sudut 
pandang kejiwaannya.  
Yang termasuk dalam golongan ini adalah :  
1) Tipologi  
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-
golongan penjahat. 
2) Psikologi Sosial Kriminal  
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi 
ilmu jiwa sosial.  
d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal 
 Adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat-penjahat dari 
sudut pandang kejiwaannya. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat 
yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.  
e. Penologi  
 Merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sebuah 
hukuman. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi  
Menurut  A.S. Alam7 kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni 3: 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
law) Membahas definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, 
                                                          
7 Ibid, hal.2  
11 
 
Revativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, 
statistik kejahatan. 
b. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of law). Membahas aliran-aliran 
(mazhab-mazhab) kriminal, teori-teori kriminal, dan berbagai 
perspektif kriminologi. 
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking of law). Reaksi dalam hal ini bukam hanya di tunjukkan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan repsesif tetapi juga 
reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). Membahas 
perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (reacting 
toward the breaking law) antara lain, teori penghukuman, upaya-
upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik 
berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitative. 
B. Kejahatan  
1. Pengertian Kejahatan 
 Pengertian masyarakat akan kejahatan dapat berubah sesuai 
dengan faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu suatu tindakan disebut 
kejahatan dan pada waktu yang lain suatu tindakan tersebut bukan lagi 
kejahatan, dan sebaliknya suatu tindakan terjadi di suatu tempat disebut 
kejahatan, sedang di tempat lain bukan merupakan kejahatan. Dengan 
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kata lain, masyarakat menilai suatu tindakan merupakan kejahatan dari 
segi hukumnya.  
 Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu 
perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan 
paling tidak disukai oleh rakyat.  
 Jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perumusan kejahatan menurut 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah semua bentuk perbuatan 
yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. Misalnya penipuan adalah perbuatan yang memenuhi 
perumusan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ringkasnya, 
secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 
melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya semua tingkah laku yang 
dilarang oleh undang-undang, harus disingkiri. Barang siapa 
melanggarnya, dikenai pidana. Maka larangan-larangan dan kewajiban-
kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga Negara itu tercantum 
pada undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah, baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  
 Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, 
perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial 
psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, 
dan menyerang keselamatan warga msayarakat (baik yang telah tercakup 
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dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-
undang pidana).  
2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan  
 Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh 
setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan 
sangat meresahkan. Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori 
yang dapat dipergunakan untuk menganalisi permasalahan-permasalahan 
yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya 
berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 
penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah 
tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. 
 Sejarah perkembangan akal pemikiran manusia yang menjadi dasar 
dibangunnya teori-teori kriminologi. George B. Vold menyebutkan bahwa 
teori merupakan suatu penjelasan yang muncul bilamana seseorang itu 
dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti.  
 Dalam upaya mencari penjelasan mengenai upaya-upaya yang 
menjadi landasan terbentuknya suatu teori-teori dalam kriminologi dapat 
mempergunakan dua metode yaitu:  
1. Spiritualisme  
 Dalam alian spiritualisme ini perhatiannya lebih fokus pada 
perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan ataupun para Dewa 
dan keburukan itu dating dari Setan. Perkembangan selanjutnya aliran ini 
masuk dalam ruang lingkup pergaulan politik dan sosial feudal, yang 
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berlandaskan bahwa pemikiran pada sebelumnya kejahatan merupakan 
permasalahan antara korban dan keluarganya dengan pelaku dan 
keluarga pelaku dan masyarakat spiritualisme ini berfikir bahwa suatu 
kebenaran itu pasti akan menang dan suatu kesalahan yang dilakukan 
oleh orang pasti akan kalah, yang dalam kenyataannya secara rasional itu 
tidak benar.8  
2. Naturalisme 
 Dalam aliran ini menurut Hippocrates (460 S.M.) adalah bahwa 
perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan menyebabkan 
manusia mencari model yang lebih rasional dan mampu membuktikan 
secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan 
maka aliran ini menggunakan tiga metode atau aliran yaitu:  
1. Teori Klasik  
 Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan 
tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. 
Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan 
pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia 
berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana 
yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.  
 Menurut Beccaria (1996)9 bahwa: setiap orang yang melanggar 
hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh 
                                                          
8 Topo Santoso, dkk, Op.cit, Hlm 21 
9 Darma Weda, Made 1996. Kriminologi, Jakarta PT Raja Grafindo Persada 
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dan perbuatan tersebut. That the act which I do is the act which I think will 
give me most pleasure. 
 Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa: semua orang yang 
melanggar Undang-Undang tertentu harus menerima hukuman yang 
sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi 
sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus 
sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari 
pelanggaran Undang-Undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria 
tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat 
sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga 
maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan 
kekusasaan hukuman.  
 Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti 
untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari 
sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya 
peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.  
2. Teori Neo Klasik  
 Dasar dalam pemikiran ini bertolak belakang dengan aliran klasik 
biarpun tidak disertai dan tidak dilandaskan pada pemikiran ilmiah namun 
aspek-aspek kondisi pelakulah dan lingkungannya mulai diperhatikan, 
karena menurut aliran Neo Klasik, aliran klasik malah tidak menimbulkan 
keadilan karena pemberlakuan dari aliran klasik tersebut terlihat kaku, 
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dalam memberi hukuman atau sanksi terhadap pelaku aliran klasik tidak 
ada pembedaan umur.10 Ciri khas teori neo klasik adalah sebagai berikut:  
a. Adanya perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan 
kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:  
1. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-
lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan 
kehendak bebasnya.  
2. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan 
kehendak, tetapi hal inimenyangkut terhadap hal-hal yang aneh, 
sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus 
dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang 
terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya., dan oleh karenanya 
harus dihukum dengan berat.  
b. Pengakuan dari sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa 
fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan 
lingkungannya atau keadaan mental dari individu.  
c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan 
perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja, 
sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang 
untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain 
yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada 
waktu melakukan kejahatan.  
                                                          
10 Topo Santoso, dkk, Op.cit, hlm 22 
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d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan 
untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan 
apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah.  
 Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo klasik 
menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, yang ajaib 
(gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya 
pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo klasik 
menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap 
perilaku/tingkah laku manusia.  
 Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh 
kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk 
yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan 
intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas kelakuannya.  
 Menurut A.S.Alam bahwa teori-teori klasik melihat bahwa orang 
yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya dapat 
melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-
anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggungjawab atas 
perbuatannya.  
3. Teori Kartografi/Geografis  
 Teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris , Jerman. 
Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering 
pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini 
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adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara 
geografis maupun sosial.  
4. Teori Sosialis  
 Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M11 Para tokoh 
aliran ini banyak yang dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang 
lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut Satjipto Rahardjo 
berpendapat bahwa “Kejahatan itu merupakan baying-bayang manusia 
maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara 
melakukan kejahatan”. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka 
untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang 
ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan 
sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.  
5. Teori Tipologis  
 Di dalam kriminologi telah berkembang 4 teori yang disebut dengan 
teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai 
kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa 
terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. 
Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:12 
a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis  
 Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso 
bahwa, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir 
                                                          
11 Topo Santoso, dkk, Op.cit, Hlm 29 
12 Topo Santoso Dkk, 2001, Kriminologi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Op.cit, Hlm 29 
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(criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang 
penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda 
dengan manusia lainnya.13 
  Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah lairan klasik dalam 
persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian 
membantah teori Tarde tentang theory of imitation. Teori Lombroso ini 
dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil 
penelitiannya tersebut , Goring menarik kesimpulan bahwa “Tidak ada 
tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula 
tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki 
suatu tipe.  
 Menurut Goring bahwa “Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap 
manusia mempunyai kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan  orang 
tersebut melakukan kejahatan”. Dengan demikian Goring dalam mencari 
kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor 
lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.  
b. Teori Mental Tester  
 Teori mental tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. 
Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk 
membedakan penjahat dan bukan penjahat.  
 Menurut Goddard bahwa setiap penjahat adalah orang yang otaknya 
lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai 
                                                          
13 Topo Santoso Dkk, Op.cit, Hlm. 30  
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perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari 
perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum. 
Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak 
merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang 
melakukan kejahatan.  
c. Teori Psikiatrik 
 Teori psikiatrik  merupakan lanjutan teori-teori Lombroso. Namun 
demikian, penekanan dari ajaran ini adalah kekacauan-kekacauan 
emosional yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena 
pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian 
orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap 
akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.  
d. Teori Sosiologis  
 Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran 
yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis 
banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis.  
 Teori ini menafsirkan kejahatan14 sebagai fungsi lingkungan sosial 
(crime as a function of social environment). Pokok pangkal dengan ajaran 
ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama 
seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku 
jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku 
                                                          
14 http://raypratama.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penyebab-kejahatan. Html, 
diakses pada tanggal 19 maret 2017, pukul 14:42 WITA.  
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yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut 
meniru keadaan sekelilingnya.  
6. Teori Lingkungan  
 Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut 
Tarde15 “Teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi 
oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, 
sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan 
dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.”  
 Menurut Tarde orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh 
imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan 
kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.  
7. Teori Biososiologi  
 Tokoh dari aliran ini adalah A.D.Prins, van Hamel, D. Simons dan 
lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari 
aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan 
bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan 
psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. 
 Menurut Made Darma Weda, bahwa faktor individu itu dapat meliputi 
sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan 
badanlah, jenis kelamin, umur, intelektual, tempramen kesehatan, dan 
minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang 
melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan 
                                                          
15 Ibid Hlm.20 
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klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik 
suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan 
umum dan menghadapi sidangMPR. 
8. Teori NKK  
 Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan 
sebab terjadinya kejahatan didalam masyarakat. Teori ini sering 
dipergunakan oleh aparat kepolisian didalam menanggulangi kejahatan di 
masyarakat. Menurut A.S. Alam bahwa rumus teori ini adalah: 
 N + K1 = K2 
 Keterangan: 
  N = Niat 
  K1 = Kesempatan  
  K2 = Kejahatan  
 Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya 
niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak 
ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya 
meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula 
akan terjadi kejahatan.  
C. Kejahatan Penipuan  
1. Pengertian Kejahatan Penipuan  
 Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau 
perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan 
maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. 
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Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain 
sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman 
pidana. 
 Pengertian penipuan diatas memberikan gambaran bahwa tindakan 
penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau 
berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri 
dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan 
materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak.  
 Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan 
kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan tercantum dalam 
Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta 
benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal 
mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). 
Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau 
perbuatan curang. Dalam pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut 
:  
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama 
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 
sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun 
menghapus piutang, diancam pemipuan dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun.”  
 
 Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah 
menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi 
sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan 
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kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang 
menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan 
nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu 
pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan 
perkataannya.  
 Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan 
yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut 
tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan 
dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus 
mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut 
menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.  
2. Jenis-Jenis Kejahatan Penipuan 
 Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 
378-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis  
tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu :16 
a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam 
bentuk pokok.  
b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. 
Kejahatan ini merupakan geprivilegeerd delict atau suatu 
penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.  
c. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut 
penarikan botol (Flessentrekkerij) yang mengatur tentang 
tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa bayar lunas 
harganya.  
d. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan 
nama dan tanda tangan atas sesuatu karya cipta orang. 
Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta 
seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen 
                                                          
16  Tongat,2003, Hukum Pidana Materil. Universitas Muhammadiyah Malang, hlmn. 72 
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terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh 
orang-orang tertentu. 
e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggan atau 
perasuransian.  
f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang 
menimbulkan kerusakan pada benda yang 
dibertanggungkan. 
g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana 
persaingan curang atau oneerlijke mededinging. 
h. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam 
jual beli. 
i. Pasal 383 bis  KUHP mengatur penipuan dalam penjualan 
beberapa salinan (copy) kognosement. 
j. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam 
jual beli dalam bentuk geprivilegeerd.Pasal 385 KUHP 
mengatur tentang stellionetyaitu tentang tindak pidana 
penipuan yang menyangkut tanah. 
k. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan 
makanan dan obat. 
l. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap 
pembangunan atau pemborongan.  
m. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan 
untuk angkatan perang. 
n. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas 
pekarangan. 
o. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan 
berita bohong yang membuat harga barang-barang 
kebutuhan menjadi naik. 
p. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan 
gambaran tidak benar tentang surat berharga. 
q. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dalam penyusunan 
neraca palsu. 
r. Pasal 393 KHP mengatur penipuan dengan pemalsuan 
nama firm atau merk atas barang dagangan. 
s. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan 
pengacara. 
t. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga. 
u. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. 
Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini 
sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan 
hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan 
pencarian (beroep). Sedang untuk beberapa hari tindak 
pidana itu oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan 
hukuman tambahan tersebut dalam pasal 35 no 1-4.  
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D. Undian 
    1.     Pengertian Undian 
 Untuk membuat suatu definisi terhadap suatu gejala yang 
mengandung makna berbeda-beda tidaklah mudah. Sebab walaupun 
umumnya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan namanya undian, tapi 
tidak berarti bahwa mereka sudah mendifinisikannya secara benar sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu sebagian pegangan 
ada baiknya digunakan definisi menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 
1954 tentang Undian yang berbunyi:17 
“ Tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk 
mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta 
memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan 
kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan 
jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak 
terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri”.  
 
 Dari definisi atau pengertian “undian” yang diberikan oleh undang-
undang terkandung makna bahwa yang dimaksud adalah: undian murni 
(tidaj disertai tujuan hal lain seperti halnya undian promosi yang tujuannya 
memperlancar pemasaran produk). Undian tersebut diadakan oleh suatu 
badan, dengan para pesertanya adalah mereka yang telah memenuhi 
syarat tertentu, yang karena telah memenuhi syarat tertentu maka punya 
kesempatan untuk memperoleh hadiah berupa uang atau benda. 
Kemudian mereka yang punya kesempatan ikut undian tersebut diundi 
atau dengan lain cara untuk menetukan siapa-siapa yang memenangkan 
                                                          
17 Indonesia., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian., Pasal 1 Ayat (2)  
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hadiah undian tersebut. Adapun terhadap cara untuk memenangkan 
undian tersebut para peserta undian tidak dapat berbuat banyak selain 
menunggu keberuntungan, kehadiran “Dewi Fortuna” betul-betul 
merupakan tumpuan harapan para peserta undian.  
2. Jenis-Jenis Undian  
 Undian dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:18 
1.   Undian Tanpa Syarat  
 Bentuk dan contohnya : di pusat-pusat perbelanjaan, pasar, 
pameran dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung, 
kadang dibagikan kupon undian untuk setiap pengunjung tanpa harus 
membeli suatu barang. Kemudian setelah itu dilakukan penarikan undian 
yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung. 
2. Undian Dengan Syarat Membeli Barang  
 Bentuknya : Undian yang tidak bisa diikuti kecuali oleh orang membeli 
barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut. 
Contohnya : pada sebagian supermarket telah diletakkan berbagai hadiah 
seperti kulkas, radio dan lain-lainnya. Siapa yang membeli barang tertentu 
atau telah mencapai jumlah tertentu dalam pembelian maka ia akan 
mendapatkan kupon untuk ikut undian. Contoh lain : sebagian perusahaan 
telah menyiapkan hadiah-hadiah yang menarik seperti Motor,Mobil, HP 
dan selainnya bagi siapa yang membeli darinya suatu produk yang 
terdapat kupon/kartu undian. Kemudian kupon atau kartu undian itu 
                                                          
18 (http://www.al-munir.com/artikel-148-hukum-undian-berhadiah) 
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dimasukkan kedalam kotak-kotak yang telah disiapkan oleh perusahaan 
tersebut di berbagai cabang atau relasinya. Undian jenis ini tidak lepas dari 
dua keadaan :  
a. Harga produk bertambah dengan terselenggaranta undian 
berhadiah tersebut. 
b. Undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga 
produk. Perusahaan mengadakan undian hanya sekedar 
melariskan produknya. 
c. Undian dengan mengeluarkan biaya. 
Bentuknya: Undian yang bisa diikuti setiap orang yang 
membayar baiaya untuk ikut undian tersebut atau mengeluarkan 
biaya. Contohnya: mengirim kupon atau kartu undian ketempat 
pengundian dengan menggunakan perangko pos. Tentunya 
mengirim dengan perangko mengeluarkan biaya sesuai dengan 
harga perangkonya. Contoh lain adalah ikut undian dengan 
mengirim SMS kelayanan telekomunikasi tertentu baik dengan harga 
wajar maupun dengan harga yang telah ditentukan. Atau biasanya 
pada sebagian tutup minuman tertera nomor yang bisa dikirim ke 
layanan tertentu dengan menggunakan SMS kemudian diundi untuk 
mendapatkan hadiah yang telah ditentukan, apakah biaya SMS-nya 
dengan harga biasa maupun tertentu (dikenal dengan pulsa 
premium). 
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3. Karakteristik Peraturan Hukum Tentang Undian  
 Dari segi normative, undian adalah perilaku hukum yang timbul 
karena adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat di dalamnya 
dana tau karena undang-undang yang memberikan izin untuk diadakannya 
undian tersebut. Dalam perkembangannya praktek undian semakin 
bergeser pada urusan hukum public. Hukum Administrasi Negara dalam 
rangka mengatur tertib administrasi pelaksanaan kewenangan public 
untuk masalah perizinan, pungutan pajak, dan penegakan hukum untuk 
tertibnya proses penyelenggaraan undian oleh instansi terkait. Terlebih 
lagi dengan banyaknya praktik undian yang disertai perbuatan kriminal 
dalam rangka perlindungan warga masyarakat dari kemungkinan menjadi 
korban prilaku penipuan. Sebagai solusinya diperlukan aturan hukum 
pidana untuk penerapan sanksi pidana yang dapat menimbulkan efek jera 
bagi pelaku penipuan dengan modus undian.  
 Dengan landasan hukum berunsur hukum perdata, hukum 
administrasi negara, dan hukum pidana tersebut, diharapkan hukum dapat 
berfungsi untuk mengatasi kelemahan undang-undang serta dampak dari 
undian yang dapat merugikan masyarakat.  
 Mengingat bahwa asal terjadinya hubungan hukum antara 
penyelenggara dan peserta undian adalah hukum privat, maka aspek 
keperdataan akan tampil untuk penyelesaian konflik kepentingan, 
terutama apabila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan oleh pihak 
lain (wanprestasi) pihak yang dirugikan dapat ganti yang sesuai dengan 
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kerugian yang dideritanya. Dari segi hukum administrasi negara dalam hal 
terjadi penyalahgunaan kewengan maka terhadap pelakunya dapat 
dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, mulai dari peringatan tertulis 
sampai dengan pencabutan izin usaha. Dari segi pidana, maka untuk siapa 
saja yang melakukan perbuatan kriminal sehubungan dengan praktik 
undian maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi pidana setimpal dengan 
perbuatan yang dilakukannya.  
Merapatnya aspek hukum privat pada hukum public (public cierrum 
das privat rechts) dalam hal pengaturan hukum tentang undian ini adalah 
wajar mengingat atauran hukum undian ini telah masuk hukum bisnis yang 
secara karateristik di dalamnya terkandung aspek-aspek hukum perdata 
(privat) sekaligus juga aspek hukum public untuk konsistensi dalam 
pelaksanaannya, terhadap si pelanggar dapat dikenakan sanksi perdata 
berupa ganti rugi, dapat dikenakan sanksi administrasi Negara berupa 
pencabutan izin usaha, dan dapat dikenakan pidana bila dalam melakukan 
undian tersebut ada unsur kriminalitasnya.  
 Dengan fakta hukum yang menunjukkna diperlukannya norma 
hukum yang meliputi aspek keperdataan, dan kepidanaan, maka undang-
undang yang mengatur undian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1954 tentang Undian, hendaknya perlu dilengkapi dengan 
norma-norma hukum dari segi keperdataan, segi administrasi, dan segi 
pemidanaannya, agar undang-undang tentang undian tersebut punya 
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kemampuan untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi untuk 
berfungsinya hukum dalam mengatasi permasalahan undian.  
 Lembaga pemerintah yang kewenangannya terkait dengan urusan 
undian adalah: Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, dan Polri ( untuk terkait unsur penipuan). Sedangkan lembaga 
non pemerintah adalah KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia (untuk 
mengendalikan undian lewat media penyiaran), dan juga Y.L.K.I ( Yayasan 
Lemabaga Konsumen Indonesia). Mereka yang ada di dalamnya harus 
sama-sama memikirkan dan berupaya untuk kontribusinya bagi 
terbentuknya undang-undang yang mengatur undian yang secara 
konprehensif menjangkau segala permasalahan penyelenggaraan undian 
dalam memenuhi keperluan sosial. Selain Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1954 tentang Undian yang dimana mengatur aturan undian dan dari 
segi konsumen yang dimana biasanya pelaku usaha berusaha untuk 
melakukan penipuan terhadap konsumennya. Menurut Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:19 
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan, suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, 
dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau 
memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya 
atau model tertentu, karateristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. 
                                                          
19 Indonesia., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., 
Pasal 9 Ayat (1)  
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Dari aturan yang diberikan Undang-Undang dapat diartikan bahwa pelaku 
usaha dilarang untuk memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan 
yang asli atau yang ditawarkan kepada konsumen.  
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan  
Menurut A.S. Alam (2010:79) penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga 
bagian pokok, yaitu: 
1. Pre-emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya awal 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penaggulangan 
kejahatan pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma 
yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 
tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-
emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.  
 
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya 
pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan.  
 
3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.  
  Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu 
banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan 
masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu. 
Kejahatan tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan 
berkembang, demi ketertiba, keamanan dan keselamatan 
masyarakat. Maka warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-
sama dengan lembaga-lembaga yang resmi yang berwenang seperti 
kepolisian kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat, dan lain-lain 
termasuk wajib menanggulangi kegiatan sejauh mungkin.20 
                                                          
20 Waluyo, Bambang. 2004. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika 
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Menurut A.S. Alam untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan 
ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh 
unsur tersebut adalah : 21 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian; 
2. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHPidana; 
3. Harus ada perbuatan; 
4. Harus ada maksud jahat; 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat; 
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur 
didalam    KUHPidana dengan perbuatan; 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut; 
Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-bainya harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. Sistem dan operasi kepolisian yang baik. 
2. Peradilan yang efektif. 
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa. 
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang 
serasi. 
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan. 
                                                          
21 Alam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi., Makassar, hlm. 18-19 
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6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya 
kejahatan. 
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
 Lokasi penelitian dilaksanakan di Sidrap sebagai lokasi 
penelitiannya, tepatnya di Kepolisian Resor Sidrap. Dengan pertimbangan 
bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan 
untuk menuyusun serta menyelesaikan skripsi ini.  
 Selain itu, penelitian ini bersifat kepustakaan, lokasi penelitian 
dilakukan di berbagai perpustakaan internet. Perpustakaan yang dimaksud 
adalah yang berada di wilayah Makassar, khususnya Perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin serta kepustakaan pribadi yang dimiliki oleh penulis.  
B. Jenis dan Sumber Data  
  Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut :  
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui 
wawancara.  
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah 
dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lainnya yang 
berhubungan dengan hukum, utamanya hukum pidana. 
3. Data Tersier atau data penunjang mencakup ; bahan-bahan yang 
memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan 
36 
 
data sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dam bahan-bahan 
lain diluar hukum untuk menunjang penelitian.  
C. Teknik Pengumpukan Data  
 Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebelum 
menganalisi data melalui metode pustaka dan metode wawanacara secara 
langsung. Pengumpulan data yang dilakukan dengan metode pustaka, 
yaitu dengan membaca beberapa buku pendukung, serta tulisan lain yang 
ada kaitannya dengan penelitian.  
 Metode wawancara diperoleh dari para penegak hukum serta pakar 
hukum khususnya di bidang hukum pidana, kemudian mencatat data yang 
mendukung penelitian isi sesuai dengan permasalahan yang ada. Data 
yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan permasalahan. 
Adapun data-data yang dikumpulkan dibagi atas dua, yaitu data primer dan 
data sekunder. 
1. Data Primer: yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari 
sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok 
bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap 
memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan masalah yang ada. 
2. Data sekunder, adalah data-data yang siap pakai dan dapat 
membantu menganalisa serta memahami data primer. Data 
sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data 
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sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literature-
literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan.  
D. Analisia Data  
 Metode analisi data yang digunakan adalah mengolah dan 
menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis 
kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah 
dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, 
kemudian dideskrisikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman, 
persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan 
bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang 
dilakukan oleh penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan 
adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang 
bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang 
bersifat khusus.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Data dan Analisis Tentang Kejahatan Penipuan yang Terjadi di 
Kabupaten Sidrap Periode 2013 – 2016.  
Sidrap merupakan salah kabupaten yang ada di Sulawesi selatan 
dimana tingkat kejahatannya bisa dikatakan lumayan tinggi. Kejahatan 
yang dilakukan pun tak sekedar seperti tindak pidana konvensional 
sebagaimana yang diatur dalam kodifikasi, melainkan telah 
menggunakan cara atau modus yang beragam. Contohnya seperti 
perampokan, pencurian, pembunuhan, dan adapula kejahatan penipuan 
dengan cara undian berhadiah. Dalam hal ini yang akan dianalisis olehe 
Penulis adalah kejahatan penipuan yang dalam pelaksanaannya 
menggunakan modus undian berhadiah.  
Saat ini sedang marak di perbincangkan mengenai kejahatan 
penipuan dengan modus undian berhadiah, karena dengan cara ini 
pelaku memperdaya korbannya melalui dengan via telekomunikasi tanpa 
harus melukai atau melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Sebelum 
menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, terlebih dahulu 
penulis akan memaparkan dalam bentuk tabel mengenai kejahatan 
penipuan yang terjadi di Kabupaten Sidrap dalam kurun waktu emapt 
tahun terakhir ini yaitu mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.  
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Adapun data tindak pidana penipuan yang penulis akan tinjau 
adalah data yang bersifat kuantitatif, yang diperoleh dari instansi penegak 
hukum, yaitu Kepolisian Resort Sidenreng Rappang. Data tersebut akan 
dipaparkan oleh penulis dibawah ini.  
Tabel 1 
Jumlah Kejahatan Penipuan Yang Terjadi Di Kabupaten 
Sidrap Periode 2013-2016. 
No Tahun Dilaporkan Diselesaikan 
1 2013 66 49 
2 2014 48 30 
3 2015 39 21 
4 2016 42 25 
Jumlah 195 125 
Sumber: Polres Sidrap, Tahun 2013-2016  
Tabel 2 
Jumlah Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah Di 
Kabupaten Sidrap. 
No  Tahun  Dilaporkan Diselesaikan  
1 2013 16 5 
2 2014 25 11 
3 2015 10 3 
4 2016 21 9 
Jumlah  72 28 
   Sumber: Polres Sidrap, Tahun 2013-2016  
  
40 
 
Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 1 di atas, dapat 
dilihat bahwa jumlah kasus baik laporan atau yang sudah terselesaikan 
terhadap kasus kejahatan penipuan yang masuk di Polres Sidrap tiap 
tahun berkurang walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2013 terdapat 66 
laporan mengenai kasus penipuan, kemudian pada tahun 2014 berkurang 
menjadi 48 kasus laporan penipuan, dan pada tahun 2015 mengalami 
penurunan kasus penipuan menjadi 39 kasus dan pada tahun 2016 sedikit 
mengalami kenaikan kasus laporan penipuan menjadi 42 laporan yang 
masuk ke Polres Sidrap. Untuk keseluruhan kasus yang terselesaikan 
dalam kurun waktu 4 tahun ini terdapat total 125 kasus, sementara yang 
tak dapat terselesaikan sebanyak 70 kasus. Sedangkan untuk kasus 
penipuan dengan modus undian berhadiah dapat dilihat pada tabel 2 
diatas. Hal ini menandakan bahwa betapa kerja keras pun tak cukup untuk 
mengatasi ataupun menanggulangi permasalahan sosial dalam 
masyarakat sehingga meningkatnya tindak kejahatan di Kabupaten 
Sidrap.  
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan 
Dengan Modus Undian Berhadiah Dalam Wilayah Kabupaten 
Sidrap.  
 Dalam wawancara penulis dengan penyidik Polres Sidrap, 
sebagian pelaku dari para pelaku menjadikan alasan kemiskinan dan 
tidak mempunyai pekerjaan sebagai faktor dalam melakukan kejahatan 
penipuan dengan modus undian berhadiah.  
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Menurut  Bripka Basit (salah seorang penyidik di Satreskrim Polres 
Sidrap dalam wawancara pada hari selasa, 25 April 2016) menyatakan 
bahwa faktor penyebab terjadinya penipuan dengan modus undian 
berhadiah menyangkut beberapa hal seperti:  
1. Faktor ekonomi 
2. Faktor lingkungan  
3. Faktor pendidikan  
4.  Faktor sosial budaya 
Lebih lanjut penulis akan membahas mengenai kelima faktor diatas 
yang menurut Bripka Basit merupakan faktor-faktor utama terjadinya 
kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah di Kabupaten 
Sidrap.  
Kali ini penulis membahas mengenai faktor penyebab terjadinya 
kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah secara lebih 
terperinci.  
1. Faktor Ekonomi  
Dalam satu penekanan dari teori sosiologi yaitu, aspek 
ketiadaan norma dalam sistem sosial dari masyarakat 
bersangkutan, yang disebabkan karena adanya jurang perbedaan 
yang lebar antara aspirasi dalam bidang ekonomi yang telah 
melembaga dalam masyarakat dengan kesempatan-kesempatan 
yang diberikan sistem sosial bersangkutan kepada warga-warga 
masyarakatnya untuk mencari aspirasi tersebut. Jadi yang penting 
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bukan semata-mata perbedaan antara miskin dan kaya, tetapi 
ketidakmampuan si miskin mengikuti sistem nilai dan norma 
masyarakat dalam usaha mencapai aspirasinya dibidang ekonomi.  
Begitu pula dengan persoalan kriminalitas sama sekali bukan 
persoalan sederhana, terutama dalam masyarakat yang tengah 
mengalami perubahan-perubahan sosial ekonomi seperti 
Indonesia, termasuk di Kabupaten Sidrap. Masalah ini senantiasa 
harus ditanggapi dengan mengacu pada konteks sosial yang lebih 
luas, tidak terbatas pada lingkungan sosial ekonomi, tapi perlu 
memperimbangkan pula kenyataan pelaksanaan fungsi-fungsi 
aparat.  
Dalam wawancara penulis dengan Bripka Basit pada hari 
rabu, 26 april 2017, beliau mengatakan bahwa:  
“kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah di 
Kabupaten Sidrap ini sebagian besar dilakukan oleh orang 
yang tidak memiliki pekerjaan tetap ataupun pengangguran, 
keadaan tersebut mendorong para pelaku untuk melakukan 
kejahatan tersebut”.  
Dapat disimpulkan dari pernyataan oleh Bripka Basit, bahwa 
tidak dimilikinya sumber penghasilan oleh seseorang 
khususnya yang masih berusia muda dapay menjadi 
dorongan untuk melakukan pelanggaran terhadap norma-
norma yang berlaku, khususnya kejahatan penipuan dengan 
modus undiah berhadiah, dimana para generasi muda yang 
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seharusnya menjadi penerus bangsa malah berubah menjadi 
pelaku kriminal di usia muda.  
Jadi disini faktor ekonomi mempunyai hubungan erat dengan 
status pekerjaan. Dengan pekerjaan yang tak menentu tentunya 
akan susah untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, apalagi bagi 
mereka yang telah berkeluarga dan mempunyai anak yang banyak, 
kemungkinan timbulnya tekanan akan selalu ada. Hal inilah yang 
terkadang memaksa mereka (pelaku) mencari kebutuhan sehari-
hari dengan melakukan kejahatan penipuan.  
Dari hasil penelitian yang didapat penulis maka dapat 
disimpulkan bahwa pelaku melakukan kejahatan pencurian karna 
terdesak dengan kebutuhan ekonomi.  
2. Faktor Lingkungan  
Seperti yang telah penulis kemukakan bahwa seorang 
menjadi jahat tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana 
mereka berada. Pengertian dalam arti sempit maksudnya hanya 
terbatas baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan 
pergaulan didalam masyarakat dimana seorang bertempat tinggal.  
Lingkungan dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian 
seseorang. Dalam keadaan keluarga yang tidak terlalu 
menguntungkan bagi diri seseorang dapat menyebabkan dirinya 
akan mencari tempat diluar lingkungan keluarga seperti dalam 
pergaulan dengan teman-temannya. Jika pergaulan yang 
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dimasukinya kurang sehat, maka terbentuk pribadi orang tersebut 
yang rapuh serta tidak tahan menghadapi tantangan hidup didalam 
masyarakat. 
Sehubungan dengan itu, maka untuk mengetahui tentang 
tingkah laku jahat yang dilakukan oleh seseorang haruslah 
memperhatikan keadaan lingkungan dimana ia berada.  
Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa 
pengaruh lingkungan dalam pergaulan di tengah-tengah 
masyarakat dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan 
perbuatan jahat, seperti melakukan kejahatan penipuan yang terjadi 
dimasyarakat.  
3. Faktor Pendidikan  
Selain faktor lingkungan seperti yang akan penulis uraikan 
diatas, yang menjadi penyebab atau yang melatarbelakangi 
terjadinya suatu kejahatan adalah faktor pendidikan, maka faktor 
pendidikan juga sangat berpengaruh karena seseorang yang 
kurang mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun 
pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu 
pelanggaran bahkan suatu kejahatan.  
Penulis memasukkan pendidikan sebagai salah satu faktor 
penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan 
khususnya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah di 
Kabupaten Sidrap, karena pendidikan merupakan sarana yang 
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paling efektif dalam mendidik seseorang. Tanpa pendidikan dan 
pengajaran yang baik khususnya pendidikan agama dan pendidikan 
hukum, maka orang tersebut tidak tahu dampak dan konsekuensi 
dari tindakan yang dilakukannya.  
Selanjutnya bahwa yang mempengaruhi atau berhubungan 
dengan masalah ini adalah penganggruan. Mereka yang tidak 
melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atau karena 
putus sekolah dan tidak mampu membayar uang sekolah akhirnya 
jadi pengangguran. Hal ini mendorong mereka mencari pekerjaan 
yang dapat menghasilkan uang walaupun dengan melakukan 
kejahatan.  
4. Faktor Sosial Budaya  
Selain faktor yang ada diatas ada juga terdapat faktor sosial 
budaya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan dengan 
modus undian berhadiah. Di Indonesia khususnya di kabupaten 
Sidrap seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya yang lama 
ke budaya yang dianggap oleh masyarakat lebih baru atau terlihat 
lebih modern. Hal ini yang menjadi penyebab seringkali terjadinya 
penyalahgunaan ilmu pengetahuan khususnya dibidang teknologi 
tanpa memperhatikan tanggung jawab dari masyarakat atau 
individu yang melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan penipuan 
dengan modus undian berhadiah ini tergolong kejahatan penipuan 
jenis baru. Ini merupakan contoh yang tidak hanya suatu daerah 
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yang berkembang tetapi kejahatan pun dapat berkembang 
mengikuti perkembangan yang lebih modern.  
 
C. Upaya – upaya yang Dilakukan Untuk Mengurangi Jumlah 
Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah.  
Usaha penanggulangan suatu kejahatan tidaklah mudah 
seperti yang dibayangkan, karena tidak akan mungkin 
menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminal akan tetap ada 
selama manusia ada dimuka bumi. Kriminalitas akan hadir pada 
segala bentuk tingkat kehidupan dalam masyarakat.  
 Upaya pemerintah yang khususnya pihak kepolisian dalam 
menekan laju perkembangan kejahatan dengan segala macam cara, 
baik pencegahan maupun penanggulangan yang timbul dan 
berkembang dalam kehidupan masyarakat, masih saja menemui 
jalan buntu karena kurangnya sarana dan prasarana menunjang.  
 Dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan 
penipuan dengan modus undian berhadiah  yang merupakan 
kewajiban bagi aparat kepolisian dan masyarakat. Upaya 
penanggulangan dan pencegahan kejahatan merupakan suatu 
tindakan yang dilakukan dengan berbagai cara agar kejahatan 
penipuan tersebut tidak terjadi lagi dan sedapat mungkin 
mengurangi sebab-sebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana 
tersebut, sehingga menutupi kemungkinan dan kesempatan untuk 
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terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah lagi 
akibat suatu kondisi yang memungkinkan. Penanggulangan dan 
pencegahan kejahatan penipuan harus dimulai sedini mungkin mulai 
dari masa kanak-kanak dengan memperhatikan pertumbuhan dan 
perkembangan anak. Pencegahan kejahatan harus mendapat 
perhatian yang utama dan melibatkan seluruh pihak dalam 
kehidupan masyarakat, baik pemerintah, aparat kepolisian maupun 
seluruh masyarakat.  
1. Upaya pre-emtif 
Upaya pre-emtif, yaitu tindakan atau upaya-upaya awal yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian ountuk mencegah terjadinya tindak 
pidana, salah satunya kejahatan penipuan. Adapun upaya yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai berikut:  
a. Himbauan dari pihak yang berwenang mengenai sanksi hukum 
apabila ada seseorang yang melakukan kejahatan penipuan.  
b. Siraman rohani, seperti sering mengikuti ceramah agama oleh para 
pemuka agama.  
Hal ini sangat baik dilakukan di sekolah-sekolah dan 
lingkungan masyarakat yang umumnya rentan bisa terjebak dalam 
kejahatan penipuan.  
2. Upaya preventif  
Upaya pencegahan biasa juga disebut tindakan preventif. 
Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, 
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terencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar 
kejahatan tersebut tidak timbul atau terjadi lagi. Dalam upaya 
pencegahan ini juga dilakukan tindakan mempersempit ruang 
gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap 
aspek-aspek kehidupan lain. Oleh karena upaya pencegahan ini 
dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah, 
maka hal ini dibutuhkan kerjasama dengan para pihak baik 
pemerintah maupun masyarakat.  
Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Kepolisian 
Resor Sidrap guna meminimalisir kejahatan penipuan dengan 
modus undian berhadiah antara lain:  
a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan.  
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah 
terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah 
adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan secara luas 
kepada masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan ini dapat 
dihadirkan pemateri dari dinas kementrian sosial dan dari pihak 
kepolisian. Hal ini karena suatu undian berhadiah harus memiliki 
izin dari kementrian sosial.  
b. Pembinaan generasi muda 
Untuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan generasi 
muda ini diperlukan penanganan secara serius dengan 
memberikan bimbingan yang sifatnya menunjang kehidupan 
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mereka, seperti latihan-latihan keterampilan dalam usaha 
memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, 
mental dan sosial.  
c. Memberikan himbauan melalui media 
Upaya ini dapat dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan 
untuk terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian 
berhadiah. Himbauan ini dapat dilakukan seperti visual, audio, 
ataupun audio visual. Contoh: himbauan melalui radio, media 
televise dan dapat pula melalui media cetak.  
3. Upaya represif  
Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan khususnya 
kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah adalah 
melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan 
tersebut dalam batas-batas kewajaran yamg diberikan oleh undang-
undang.  
Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pihak 
kepolisian, tindakan represif juga dapat dilakukan oleh pihak 
kepolisian dalam menanggulangi kasus penipuan dengan modus 
undian berhadiah.  
 Upaya penanggulangan ini berupa sarana penjatuhan sanksi 
atau hukuman terhadap pelaku penipuan untuk memberikan efek 
jera. Hal ini merupakan tugas dari para penegak hukum yakni 
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kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan 
dalam memberikan sanksi dan penjatuhan hukumannya.  
 Berkaitan dengan tindakan yang harus ditempuh pihak 
kepolisian, Bripka Basit selaku penyidik (wawancara hari kamis 27 
april 2017)  mengatakan bahwa: 
 Tindakan penanganan kejahatan yang kami lakukan harus 
mendapat izin/perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi suatu 
kesalahan dalam prosedur dan mengakibatkan kerugian bagi 
pelaku ataupun masyarakat, maka hal tersebut menjadi tanggung 
jawab atasan sebagai yang memberi perintah kepada kami. 
Sehingga anggota yang bekerja dalam melakukan tindakan tidak 
sewenang-wenang. Tindakan yang dimaksud adalah berupa 
pelumpuhan terhadap pelaku, melaksanakan penangkapan, 
penyelidikan, penyidikan.    
 
 Untuk itu aparat Kepolisian dan aparat penegak hukum perlu 
memikirkan kembali apa yang sepantasnya diberikan kepada 
pelaku kejahatan agar mendapatkan efek jera dari perbuatan atau 
konsekuensi dari tindakan mereka yang merugikan  masyarakat.  
 Demikian upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat 
penegak hukum di Kabupaten Sidrap dalam mencegah dan 
menanggulangi kejahatan penipuan dengan modus undian 
berhadiah. Upaya pencegahan ini tidak akan berjalan lancer tanpa 
adanya kesadaran dari masyarakat akan kejahatan penipuan 
tersebut. Untuk itu sangat diharapkan kerjasama yang baik antara 
aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi 
kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah.  
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BAB V 
 
PENUTUP  
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah 
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, 
lingkungan, pendidikan, dan sosial budaya. Di antara faktor-faktor 
tersebut faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang menjadikan 
alasan pelaku kejahatan penipuan melakukan perbuatannya 
tersebut.  
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Sidrap 
untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan penipuan dengan 
modus undian berhadiah di kabupaten Sidrap yaitu dengan 
melakukan upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif. 
Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya 
preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang 
dimana masih dalam tataran pencegahan seperti melakukan 
kegiatan penyuluhan, pembinaan generasi muda, dan memberikan 
himbauan melalui media sebelum terjadinya kejahatan tersebut. 
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Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah 
terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa 
penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan.  
B. Saran 
1. Selain melakukan penyuluhan hukum mengenai kejahatan 
penipuan dengan modus undian berhadiah, hendaknya pemerintah 
dapat turut serta melakukan pencegahan khususnya melalui 
kementerian agama yang berfungsi sebagaimana mestinya dalam 
hal ini guna meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan kepada 
masyarakat yang ada agar masyarakat dapat memiliki dasar 
keimanan yang kuat dan kesadaran akan pelanggran hukum yang 
dimana bertentangan dengan norma agama.  
2. Bagi seluruh warga masyarakat untuk selalu waspada akan adanya 
segala bentuk jenis undian berhadiah yang bisa jadi merupakan 
suatu jenis tindak kejahatan penipuan dan bagi pihak berwenang 
agar sekiranya dapat memberikan himbauan kepada seluruh warga 
masyarakat khususnya yang berada di kabupaten Sidrap untuk 
selalu waspada akan kejahatan penipuan dengan modus undian 
berhadiah. 
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